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BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara laindisebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadahKorps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinan jiwa korpsdalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatanterpuji yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasandan kehidupan sehari-hari;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) KabupatenPenajam Paser Utara;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);



- 2 -4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korpsdan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara  Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4194);7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  56 Tahun 2010;10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi JabatanStruktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan SekretariatPengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7Juli 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dandiangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurusdan Sekretariat Pengurus Unit Nasioanl Korps Pegawai Republik Indonesia;3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober2008 perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI danDewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;2. Kepala Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara;3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah;4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah danDPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraanPemerintaahan Daerah;6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;7. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam PenajamPaser Paser Utara adalah Lembaga kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Penajam PaserUtara selanjutnya disebut sebagai Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara;9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi,melaksanakan sebagian tugas dan funmgsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan PengurusKORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian darisatuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepadaDewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara teknis administratifbertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh seorangSekretaris.
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Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokokmelaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Sekretariat Pengurus KORPRIKabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaanterhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PenajamPaser Utara.
Pasal 5Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugaspokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;b. Peyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;c. Peyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum dan sosial;d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIKabupaten Penajam Paser Utara; dane. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utarasesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas :a. Sekretaris;b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PenajamPaser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 7Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan Pasal 5.
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Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 8Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugasmelaksanakan peyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama denganinstansi pemerintah maupun pihak ketiga.
Paragraf 3

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani

Pasal 9Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cmempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan Budaya serta melaksanakanpembinaan mental dan rohani.
Paragraf 4

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 10Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf dmempunyai tugas menyusun kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraananggota, memberikan bantuan hukum dan sosial.
BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 11(1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhisyarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yangmemenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI melalui Sekretaris Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua

Eselon

Pasal 12(1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.(2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
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Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 13(1) Dalam melakasanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan KelompokJabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasisecara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIKabupaten Penajam Paser Utara maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahdaerah serta hubungan dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasbawahannya.(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sertabertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkalatepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikanpetunjuk kepada bawahan.(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikanpula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.(6) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkunganmasing-masing.(7) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaandan pengawasan serta satuan organisasi dipangkunya.(8) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utaraditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14Dalam hal Sekretaris berhalangan, Sekretaris dapat menunjuk Kepala Sub Bagian berdasarkansenioritas dan kepangkatan.
BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utaradibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannyaakan diatur dengan dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal 3 April 2014
BUPATI PENAJAM PASER UTARATtd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajampada tanggal 3 April 2014
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 15.
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SEKRETARIS

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 APRIL 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIANUMUM DAN KERJASAMA              OLAH RAGA, SENI, BUDAYA USAHA, BANTUANMENTAL DAN ROHANI                        HUKUM SOSIAL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. YUSRAN ASPAR

SUB BAGIANUMUM


